
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PINRANG 
PROVlNSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR S TAHUN 2023 

TENT ANG 

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNOAN 
AN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 
RGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas.al 8 Peratumn 
Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah, dalam 
rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi, 
Perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Pengendalian Pcnduduk, Ke\uarga Berencana, 
Pcmberdayaan Pcrcmpuan dan Pcrhndungan Anak; 

b. be.hwa berdasarkan pcrtimbe.ngan scbaga..imana dimaksud 
dalam humf a, perlu menetapkan Pcraturan Bupati ten tang 
Pcmbentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Pcngendalian Pcnduduk, Keluarga Ben::ncana, 
Pcmberdayaan Percmpuan dan Pcrlindungan Anak. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat JI di Sulawesi 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
SipLI Negara (Lcmbamn Negara Republik lndonesm Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara. Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah tLcmbamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Peraturan 
Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pcmerintahan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601), scbagaimana t 
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Menetapkan 

Dalam Peral 
I. Daerah a 
2. Bupati a 
3. Peratura 
4. 

tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Olomor 6 Tahun 2023 ten tang Pcnetapan Pcraturan 
Pemerintah Pcnggsnti Undang-Undang Nomr 2 Te.hun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndcneera Nomor 
6856); 

5. Pernturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lentang 
Manajemen Pegawai Ncgeri Sipil {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Te.hun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana tele.h diubah dengan Pcraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 lenlang Perubahan Alas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajcmen 
Pegawai Negeri Sip1I (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 6477); 

6. Pcroturan Pemerintah Nomor 18 Te.hun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dlubah 
dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan alas Peraturan Pemerint.ah Nomor 18 
Tahun 2016 tenlang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Te.hun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pcdoman Pembcntukan do.n Klo.sifiko.si Cabllng 
Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pin rang Nomor 6 Te.hun 2020 
tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah 
Kabupaten Plnrang (Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinmng 
Tahun 2020 Nomor 6). 

MEMt..rrUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK, PADA DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA.N 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pa,ai I 
Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1ah Kabupaten Pinrang. 
e.h Bupati Pinrang. 
upati adalah Peraturan Bupen Pinrang. 

Daerah adalah Bupati eebagai unsur pcnyelenggara 
an Dacrah yang memimpin pc\aksanaan urusan pcmcrintahan l di kewenangan daerah otonom. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
kegiatan 

10. Togas ad 
11. Fungsi a 
12. Uraian t 

yang me 

(I) Dengan 
Anak, Kcl 
Pemberda 

(2) UPI' Perli 
berada di 

(I) Susunan 
a. kepala 
b. subba 
c. jaba 

(2) Bagan d 
tcrcantu 
dcngan 

(l) Kepala 
mengend 
bog; pe 
diskrimi 
akuro.l, 

(3) Uraian 
a. men 

ah Dinas Pengcndalian Pcnduduk, Kcluarga Berencana, 
an Pcrcmpuan dan Perlindungan Anak kabupatcn Pinrang. 
s adalah Kcpala Dinas Pengcndalian Penduduk, Kcluarga 

Pembcrdayaan Pcrcmpuan dan Perlindungan Anak Kabupatcn 

a Tcknis Perlindungan Pcrcmpuan dan Anak yang selanjutnya 
adalah Unit Pclaksana Teknis Pada Dinas. 
Pclaksana Tcknis yang sclanjutnya disebut Kcpala UPT ada.lah 
Pcrlindungan Pcrcmpuan dan Anak. 
batan fungsional adalah kelompokjabatan fungsional pada Unit 
cknis Pcrlindungan Percmpuan dan Anak, yang me\akukan 

is sesuai kcahlian dan keterampilan masing·masing; 
lkhtisar dari keseluruhan tu gas jabatan. 
pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 

s adalah paparan at.au bentangan atas semua tugas jabatan 
upaya pokok yang dilakukan pcmcgangjabatan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Pasal 2 
turan Bupati ini dibcnruk UPT Pcrlindungan Pcrcmpuan dan 
A, pada Dinas Pcngcndalian Pcnduduk, Kcluarga Bcrcncana, 

an Pcn::mpuan dan Pcrlindungan Anak. 
ungan Pcrcmpuan dan Anak dipimpin olch Kcpala UPT yang 
wah dan bertanggung jawab kcpada Kcpala Dinas. 

BAB Ill 
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Pa,al 3 
isas1 UPT tcrdiri dari ; 

Tata Usaha;dan 
ngsional dan pclaksana. 

Struktur Organisasi UPT sebaga.imana dimaksud pndo. ayat ( 11 
dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan 
turan Bupati ini. 

BAB IV 
TUGAS, FUNOS! DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Kesa.tu 
Kcpala Unit Pclaksana Teknis 

Pa,al4 
mcmpunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan 

kan UPT PPA dalam mcnyelenggarakan layanan pcrlindungan 
puan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 

1, pcrlindungan khusus dan masalah \amnya dengan cepat, 
prchensir, dan terintcgrasi. 
s Kcpala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), mehpuu: 

n rcncana kegiatan sebagai pcdoman dalam pclaksanaan tugas; ' 
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I. 

m. 

(1) Subbagia 
cnengolah 
meliputi 
protokol, 
penge\o 

(2) Uraian tu 
eyat (1) m 

·- 
b. 
,. 
d. ,_ ,. 
g. 

h. 
I. 

J. 

inir penyusunan Standar Operaercnel Prosedur sesuar ura.ian 
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam 

PT; 
mendistribusikan, mengoordinasikan dan mengendalikan 
tugas sehingga beqalan lancar; 

standar opcrasional proscdur sesuai ura.ian tugas dan 
evaluasi Standar Opcrasional Proscdur 

inasikan dan mengendalikan semua kegiatan pcnyelenggaraan 
i UPT PPA; 

program kcrja UPT PPA; 
rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 
si hasil kcrja UPT PPA per triwulan; 
dan meningkatkan kemampuan para pegawru dalam 
UPT PPA; 

akan admimstraai UPT PPA; 
pcrkcmbangan dan pcnanganan kasus setiap bulan, 

dan tahunan; 
ggarakan urusan kctatausahnan, kcpegawaian, keuangan dan 
pan; 

ta111 kcrja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

tugas lain yang dibcrikan pimpinan sesuai tugas dan 

Bagian Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 5 
ata Usaha mempunym tugas men}'lapkan bahan, menghimpun, 

melaksanakan urusan admimstrasi, urusan kctatausahaan 
gelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, 
rjalanan dinaa, tata laksana, perlengkapan, kepegawaian, 
kcuangan serta urusan umum lainnya. 
s Kcpala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada 
uti : 

bahan dan menyusun rencana pelaksnnaan program kerja 
sc:bagai pcdoman pclaksanaan tugas; 

n Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugaa dan 
cvaluasi Standar Opcrasional Prosecl.ur; 

akan akuntansi dan pclaporan keuangan; 
bahan administras1 sumber daya manusia; 

akan ketatausahaan dan pencatatan data korban; 
akan kerumahtanggaan; 
n laporan perkcmbangan dan pcnanganan kaaus setiap bulan, 
dan tahunan 
restaei kcrja staf dalam rangka pembinaan dan pcngembangan 

ntarisasi dan mcngkaji pcrmasalahan-pcrmas.alahan dan 
data/bahan pemecahan mas.a1ah sesuai bidang tugasnya; 

tuga, lam yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan l 
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Pasal 3 ay 
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pcraturan 
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tcpat w 

(3) 'Kepela 
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Raglan Kctiga 
Kclompok Jabatan Fungsional dan Pclaksana 

..... 6 
be.tan Fungsional dan Pclaksana sebagaimana dimaksud dalarn 
\I) hurufc, mcmpunyai tugas mclakukan sebagian tugas tcknis 

g tc\ah ditcl.apkan berdasarkan kctcntuan pcraturan 
ndangan. 
jabatan Iungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil 

utuhan dan formasi, serta sesuru dcngan ketentuan peraturan 
ndangan. 

BABV 
TATA KERJA 

Bagian Kcsatu 
Pclaksanaan Tugas dan Fungsi 

""""' 7 dalarn mclaksanakan tugas dan fungsinya bcrdasarkan 
mum yang dil.Ctapkan oleh Bupali sesuai dengan kctcntuan 
rundang-undangan. 
Kepe.la Subhogian, Pejaba.t Fungsional, Pelaksana, dan 11eluruh 

am lingkungan UPT mclaksanakan tugae dan fungsi sesuai 
ntuan peraturan penmdang-undangan, scrt.a mencrapkan 
rki, koordinasi, kcrjasama, intcrgrasi, smkronisael, srmplifikaei, 
, transparansi, scrta cfcktifita11 dan efleienei. 

clan Kcpala Subbagian dalam lingkungan UPT mcngcmbangkan 
an kcrjasama dcngan instansi pcmcrintah/swasta tcrkait dalam 
ingkatkan kincrja dan mcmpcrlancar pclaksa.naan tugas dan 

Bagian Kcdua 
gcndalian, Evaluas1, Pclaporan dan Pengawasan ...... 
dan Kcpala Subbagian dalam mclaksanakan tugasnya 

pcngcndalian dan cvaluasi scrta mclaksanakan rapat koordmasi 
dan/atau sesuai kcbutuhan. 

, Kcpala Subbagian, Pcjabat Fung11ional, Pelaksana, dan scluruh 
ajib mematuhi pctunjuk dan araho.n pimpinan, serta 
kan laporan sccara bcrkala dan/atau eeeuai kcbutuhan sccara 
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